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PUTUSAN
Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pra

Z=es 7\
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rani Sagita binti Tawik, tempat dan tanggal lahir Jonggat, 03 Desember 1994,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di di Dusun Bunkate Bat, Desa Bunkate,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai
Penggugat;

melawan

Surya Wirantana bin H. Nuralim, S.Pd, tempat dan tanggal lahir Lombok
Tengah, 02 September 1994, agama Islam, pekerjaan
Tidak ada, pendidikan SLTP, betempat tinggal di Jin.
Seroja No. 22, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04
Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pra,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan
pada tanggal 20 April 20017 di Jin. Seroja No. 22, Kelurahan Perapen,
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Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 0357/57/IV/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Praya tanggal 20 April 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) di rumah
orang tua Tergugat di Jin. Seroja No. 22, Kelurahan Perapen, Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 3 tahun, Kemudian
pada tanggal 05 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat
tingga di rumah orang tua Tergugat di BTN Gerantung, Desa Gerantung,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pada
tanggal 16 November 2020 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Dusun Bunkate Bat, Desa Bunkate,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) keturunan bemama Lara Talita Putri, jenis kelamin Perempuan,
Umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penguggat.

4. Bahwa sejak tahun 2020 pemikahan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi
Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat,
seperti  membenturkan kepala Penggugat ke tembok, menginjak
Penggugatdan melakukan kekerasan fisik lainnya;

b. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras;

c. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja
sebagai karyawan swasta.

5. Bahwa Tergugat Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 November 2020 yang
berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat
karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua sehingga selama 2

bulan 19 hari pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah
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jarang saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak memberi nafkah
kepada Penggugatlagi;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin
dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga
dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari
Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Surya Wirantana bin H.
Nuralim, S.Pd) terhadap Penggugat (Rani Sagita binti Tawik);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukumyang berlaku

Subsidair:
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan tidak temyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam
sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugatyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah
tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan
Penggugattidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat, bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti(P.1).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Praya tanggal, Nomor
0357/57/IV/2017 Tanggal 20 April 2017. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang temyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diber
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Suharman bin A. Tawik, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan

-, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bunkate Bat, Desa

Bunkate, Kecamatan Jonggaat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rani Sagita binti Tawik;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bemama Surya Wirantana bin H.
Nuralim, S.Pd,;

- Bahwa saksitahu Penggugatdan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di
Jin.Seroja No.22, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak

tahun 2020 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan
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dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai
pekerjaan/nganggur, Tergugat sering minum-minuman keras sampai
mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat sampai memar bahkan dari
pihak Penggugat melaporkan Tergugatke kepolisian ;

- Bahwa saksi pemah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar
tetapi masalah minum-minuman keras sampai mabuk diceritakan oleh
Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 16 November 2020 Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan

Penggugatdan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Tawik bin Sandih, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bunkate Bat, Desa Bunkate,

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugatbernama Rani Sagita binti Tawik;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bemama Surya Wirantana bin H.
Nuralim, S.Pd;

- Bahwa saksitahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksitahu, setelah menikah mereka tinggal dirumah Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang

anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
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Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan
November 2020, mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa yang disebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
faktor ekonomi, Tergugat tidak bekerja/pengangguran, Tergugat sering
minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering melakukan
kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugatdan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat
menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat
didengarkan tanggapannya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimanatelah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; Menimbang, bahwa
dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan
surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat
tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang
terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis,
sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras,
sering melakukan kekerasan fisik, dan jarang memberi nafkah akibat dari
percekcokan tersebut sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses
selanjutnyatidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1,
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dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Surahman bin
Tawik dan Tawik bin Sandih serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan
Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,
bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen) terbukti Penggugat
bertempat tinggal di Lombok Tengah Wilayah Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan
telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai
Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil pembuktian sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh
karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal
20 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,
maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 20 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para
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saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan

sebagai berikut:

— Bahwa Penggugatdengan Tergugatadalah suamiistri sah;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikanuniai
satu orang anak;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi
pertengkaran dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
November 2020;

— Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling berkomunikasi;

— Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

— Bahwa Penggugattelah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

yang sudah berlangsung sekitar empat bulan, dan tidak ada harapan untuk
kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan

Penggugattelah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan vyaitu

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

itulah rumah tangga diadakan;
Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana
terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan

Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat

dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus
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menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah

(broken marriage) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratan dalam bentuk

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya

akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;
Memperhatikan kaidah fighiyah sebagai berikut:

Alaall Jla Sl sdEs Al 15

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari
kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, tanpa
mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka gugatan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian
yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun
1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya
perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit
dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat
untuk diceraikan dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Praya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Surya Wirantana bin H.
Nuralim, S.Pd) terhadap Penggugat (Rani Sagita binti Tawik);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp. 387.000,- ( tiga ratus delapan puluh tujuh ribu
rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Praya pada har Senin, tanggal 01 Maret 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Noor Aini sebagai Ketua
Majelis, Nismatin Niamah S.H.. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supartik, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I. Dra. Noor Aini

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Supartik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 250.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
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- Sumpah 'Rp 15.000,00
- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 12.000,00
Jumlah ‘Rp 387.000,00

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.
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